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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN
2018 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN
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' _*Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa dalam rangka menvyesuaikan pelaksanaan ketentuan
Pasal 12 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewani  Perwakiian —Raxyat
Kabupaten Aceh Barat Daya, terutama atribut Pimpinan
dan Anggota DPRK Aceh Barat Daya, perlu dilakukan
perubahan;

bahwa atribut dimaksud adalah lencana atau pin yang
terbuat dari emas vang diberikan untuk mendukung
kelancaran tugas Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat
Daya;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimena dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Besaran Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Cayeclues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya
dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaren Negara Republk
Indonesia Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tafun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indeonesiaz Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pengeiolaan dan Pertanggungjawaban Reuangan Nogara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
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66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan XKeuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor ©62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telab diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tattuin 2014 tentang Pemerintarian Pacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

DPeraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2017 Nomor 1006, Tamivahan Lembaraii
Negara Republik Indonesia Nomor 6057 );

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2i Tahun 20ii
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Opecrasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 1067);

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat
Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017
Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat

Daya Nomor 120).
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN  PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Pasal i

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Kesejahteraan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh
Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor
3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 ({satu] angka, schingga
keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan
pemerintahan vang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan
fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. DPemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat
Kabupaten sebagai unsur penyelanggara Pemerintah
Kabupaten adalah Bupati Aceh Barat Daya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjuinya
disebut DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya.

5. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh
Barat Daya yang dipilih, diangkat dan disumpah berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

6. Anggota DPRK adalah Anggota vang bukan Pimpinan oleh
DPRK yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah
disumpah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan dalam bentuk uang
yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pimpinan dan
Anggota DPRK karena belum tersedianya ramah Jabatan
Pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPRK.

8. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan dalam bentuk
uang yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Anggota
DPRK karena belum tersedianya kendaraan dinas Anggota
DPRK.

9. Atribut adalah lencana atau pin yang terbuat dari emas.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat {2} dinbah dan ditambah 2 (dua)
ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 4
berbunyi sebagai berikut



{1} Untuk Lkelancaran tugas Pimpinan dan Anggota DPRK,
disediakan:
a. pakaian dinas; dan
D. atribut.

(2) Pakaian dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a adalah :

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1
(satu) tahun;

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1
(satu) tahun;

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5
{lima) tahun;

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu)
pasang dalam 1 (satu) tahun;

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 {satuj
pasang dalam 1 (satu} tahun.

(3) Atribut yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah berupa lencana atau pin yang tebuat dari
emas seberat 6 (enam) gram diberikan dalam 1 (satu) periode
masa jabatan.

(4) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disediakan
bagi anggota DPRK Pengganti Antar Waktu.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

pada tanggal (O 2019 M
@ﬁ&w 1440 H

ﬁUPATI ACEWYA \

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal A way 2019 M
1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE H BARAT DAYA,
THWAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR 4—



